BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, maka kesimpulan
yang dapat diambil yaitu masyarakat yang menggunakan Tanah Kasultanan
tanpa Serat Kekancingan akan menghadapi konsekuensi seperti tidak
diakuinya hak atas tanah tersebut secara resmi, potensi penggusuran, dan
ketidakpastian status kepemilikan. Dari hasil penelitian tersebut,
masyarakat kebanyakan memiliki Serat Kekancingan diperoleh secara
turun-temurun, hingga saat ini masyarakat tidak melakukan pembaharuan
atau mengkomunikasikan kepada pihak Kraton Ngayogyakarta untuk
mendapatkan izin tertulis atau Serat K ekancingan yang sesuai dengan nama
pengguna Serat Kekancingan yang baru. Oleh karena itu, Tanah Kasultanan
secara hukum tetap milik Kasultanan dan pengguna hanya diberikan izin
pakai yang sudah diatur melalui Serat Kekancingan. Selain itu, masyarakat
yang menggunakan Tanah Kasultanan untuk rumah tinggal tanpa memiliki
Serat Kekancingan akan dianggap bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2)
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais DIY) Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten yang menyatakan bahwa “Penggunaan tanah oleh
masyarakat/institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin
tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”. Pemahaman dan kesadaran
dari masyarakat yang menggunakan Tanah Kasultanan tanpa memiliki Serat
Kekancingan juga kurang, hal tersebut bisa juga disebabkan karena timbul
rasa takut dan khawatir apabila sewaktu- waktu Tanah Kasultanan yang
sudah mereka tinggali sejak lahir akan diambil kembali oleh pihak Kraton,
yang menyebabkan masyarakat untuk tidak peduli dan enggan untuk
mengurus pembaharuan izin tertulis Serat Kekancingan di Kantor

Panitikismo Kraton Ngayogyakarta.
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B. Saran
Berikut saran kontruktif untuk pihak yang menangani urusan

pertanahan ataupun sebagai seseorang yang memanfaatkan dan
menggunakan Tanah Kasultanan, khususnya dalam konteks penertiban,
pengelolaan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu
meningkatkan kesadaran akan pentingnya Serat Kekancingan sebagai alas
hak yang sah. Kepada Kantor Panitikismo Kawedanan Hageng Wahana
Sarta Kriya Keraton Ngayogyakarta, sebaiknya sebagai kantor yang
menangani urusan pertanahan khususnya Tanah Kasultanan untuk bisa
memperkuat landasan hukum tertulis terkait dengan ketentuan-ketentuan
dalam memanfaatkan dan menggunakan Tanah Kasultanan untuk rumah
tinggal dalam upaya meningkatkan kesadaran dan sikap lebih tegas terhadap
masyarakat khususnya Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, dan kepada
masyarakat, yang terkhususnya tinggal di Tanah Kasultanan dan secara
faktual sudah menempati tanah tersebut yang digunakan untuk rumah
tinggal tanpa memiliki Serat Kekancingan, hendaknya untuk bisa lebih
meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam hal
kepemilikan Serat Kekancingan untuk membantu pemerintah dalam upaya
tertib administrasi mengenai pemanfaatan dan penggunaan Tanah

Kasultanan.
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